PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 55 TAHUN 1960 (55/ 1960)
TENTANG
PENYEMPURNAAN CRDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a. bahwa dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
Nonmor 54 tahun 1960 O donansi Pajak Upah 1935 (Staatsblad 1934
Nonmor 611) sebagainmana telah diubah dan ditanbah terakhir
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 24
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 Nonor 141) telah
ditarik kenbali;

b. bahwa di sanping itu Odonansi Pajak Pendapatan nengenai
beberapa hal perlu di senpurnakan

C. bahwa ber hubung dengan itu, Odonansi Pajak Pendapatan 1944
(St aatsbl ad Nonor 17) sebagai mana tel ah diubah dan ditanbah
terakhir dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
Nonmor 24 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 Nonor 141)
per | u di sesuai kan dengan it u;

d. bahwa ol en karena keadaan nenmaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :
pasal 23 ayat (2) Jo. pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 28 Desenber 1960;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang penyenpurnaan
or donansi Paj ak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17),
sebagai mana telah diubah dan ditanbah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 141);

Pasal 1|.

O donansi  Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17)
sebagai mana telah diubah dan ditanbah, terakhir dengan Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 141), diubah dan ditanbah seterusnya sebaga
beri kut :

| . Pada pasal 2e ayat (1) kata-kata ,sewa barang gerak"” di hapuskan.

I'l.Pasal 3 huruf | diubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut

"1. nikmat makan dan tinggal dengan percuma yang diperol eh buruh
sepanj ang pendapat annya dal am bentuk wuang dan barang natura
| ai nnya sel uruhnya berjum ah kotor tidak |ebih dari Rp. 3.000,
- setahun".



Il1l. Pasal 6 diubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut
Pasal 6.

(1) Pendapat an seorang wanita yang telah kawin pada awal tahun
takwi m atau pada awal masa paj ak di maksudkan pada pasal 8e
ayat (4) begitu pula kerugi annya yang berasal dari tahun-tahun
yang | anpau yang bel um di per hi t ungkan seperti di maksudkan pada
pasal 5a, dianggap sebagai pendapatan atau kerugi an suam nya.

(2) Ket et apan paj ak suam -isteri dilakukan terpi sah dal am hal :

a. hi dup terpisah karena keput usan haki m

b. di kehendaki dengan tertulis oleh isteri berdasarkan pem sahan

kekayaan dan/atau pendapatan nenurut hukum tertulis
ataupun tidak tertulis yang berl aku bagi nya;

(3) Dal am hal seperti yang di maksud pada ayat (2) huruf b maka paj ak
di t et apkan berdasarkan gangguan pendapatan bersih suam -
isteri.Suam -isteri masing-nmasing diberi surat ketetapan paj ak
yang nenuat junml ah pajak sesuai dengan inbangan pendapatan
ber si h ner eka.

I V. Pasal 8 ayat (1) ditanbah dengan tarip baru yaitu tarip C yang
ber bunyi sebagai beri kut:

"Tarip C (tarip atas hasil hubungan kerja yang berjunm ah kot or
kurang dari Rp. 24.000, - setahun);

a. kurang dari Rp. 3. 000, i al ah: 0%

b. Rp. 3. 000, - hi ngga " 12. 000, " : 2%
c." 12. 000, " " 15. 000, " : 3%
d." 15. 000, " " 18. 000, " : 4%
e." 18. 000, - " " 24. 000, - " : 5%
V. Pasal 8d di ubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut

Pasal 8d.

(1) Paj ak yang dengan nenperhatikan pasal 8c ditentukan nenur ut
tarip B dari pasal 8, jika pajak itu dihitung nenurut
pendapat an bersih setahun sebesar del apanbelas ribu rupiah
atau | ebih, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut di
nuka atas pendapatan itu atau atas bagi an-bagi annya. Jika
jum ah pajak yang telah dipungut di nuka itu berjumah |ebih
besar dari pada junlah pajak yang dihitung kenudian itu mnmaka
kel ebi hannya di kenbal i kan. Penungutan rmaupun pengenbal i an
termaksud tidak dilakukan, jika pajak yang dihitung kenudi an
itu tidak berbeda |ebih dari sepuluh persen dari pajak yang
tel ah di pungut di nuka.

(2) a. Pengur angan di | akukan pul a dengan paj ak dividen yang di anggap
sebagai pendapatan termaksud pada pasal 2e ayat (4) dan
paj ak hasil bum yang dipungut berdasarkan Peraturan
Penerintah Pengganti Undang- undang No. 11 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 104).

b. Pengur angan dengan pajak dividen c.qg. pajak hasil bum di maksud



hanya dilakukan sanpai jum ah pajak pendapatan yang
terutang dan dalam hal termaksud pada ayat (1) hanya
sanpai jum ah pajak pendapatan sesudah di kurangkan
dengan paj ak yang di pungut di nuka.

c. Pengurangan dengan pajak dividen c.q. pajak hasil bum tidak
di | akukan apabila karena sesuatu hal wajib-pajak tidak
nmenpunyai pendapatan kena paj ak dan dal am hal ternmaksud
pada ayat (1), apabila jumah pajak yang dipungut di
muka itu berjumah lebih besar dari pada pajak yang
di hi tung kenudi an itu.

d. Untuk mendapat pengurangan nenurut ayat ini naka wajib-pajak
harus nenyerahkan nota dividen termaksud pada pasal 11
Peraturan Pajak D viden 1959 dan/atau turunan surat
ket et apan paj ak hasil bum yang ber sangkut an.

VI . Pasal 14d ayat (6) diubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut

"(6) Tagihan susul an tidak dilakukan, jika pendapatan bersih yang
di j adi kan dasar tagihan tersebut berjunl ah kurang dari
del apanbel as ri bu rupi ah".

VII. Pasal 17a diubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut:

"(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan dikeluarkan ol eh
Menteri Keuangan, mnaka para majikan wajib el akukan
potongan pajak yang terutang atas upah yang dimlik
ol eh buruhnya dan untuk nenyetor jumah potongan itu di
Kas Negar a.

(2)Juga para penerbit sesuai dengan Kketentuan-ketentuan yang
di kel uarkan ol enh Menteri Keuangan berkewaji ban nel akukan
pot ongan pajak yang terutang atas honorarium para
pengurang dan mnenyetor juni ah potongan tersebut di Kas

Negar a.

(3) Yang dimaksud Odonansi ini dengan najikan : orang atau
badan yang nenpunyai hutang kepada buruh yang berupa
upah.

bur uh:

a.setiap orang yang nenurut suatu perjanjian kerja dalam arti-kata
bab VIl A buku ketiga dari Kitab Undang-undang
Hukum  Sipil nmel akukan  pekerj aan, juga jika
ket entuan-ketentuan dari bab itu tidak atau senua
berl aku atas perjanjian kerja itu:

b.setiap orang yang nelakukan kerja dalam jabatan Negeri atau
badan- badan unmum | ai nnya:

c.setiap orang yang nel akukan kerja dal am dan untuk perusahaan yang
di | akukan oleh pihak lain, juga jika kerja itu
tidak dilakukan dalam jabatannya, tidak termasuk
kerja untuk perusahaan itu dilakukan ol eh seorang,
yang nel akukannya sebagai seorang yang nel akukan
suat u pekerjaan bebas atau perusahaan;

d.tidak dianggap sebagai nelakukan suatu pekerjaan bebas atau
perusahaan ialah nel akukan kerja nenurut petunjuk
pi npi nan per usahaan, yang wal aupun dengan terhenti -
henti, terjadi dengan teratur untuk perusahaan itu.



upah :segala sesuatu yang terhutang atau yang dibayarkan ol eh
maj i kan kepada buruh dengan nama apapun juga,
bai k yang berupa uang atau yang berupa barang
dan jasa yang dapat dinilaikan dalam uang,
sebagai ganti jasa yang di beri kan buruh kepada
maj i kan ber dasar kan hubungan kerj a.

(4)Ji ka kewajiban di maksud pada ayat (1) dipenuhi dengan saksana,
maka terhadap nereka yang berkewajiban pajak karena
nmenerima upah, tidak dikenakan ketetapan pajak kecuali
atas pernohonannya sendiri atau dalam hal pajak yang
terutang atas seluruh pendapatan bersihnya untuk tahun
takwim atau nmsa pajak yang bersangkutan, berjumn ah
[ ebih dari pada jum ah potongan- potongan yang tel ah
di setor atas nanma nereka, nengenai nmasa setahun takw m
atau nmasa paj ak yang ber sangkut an.

(5)Dalam hal suatu ketetapan pajak dikenakan, naka di adakan
per hi tungan dengan yang telah disetor atas nama wajib
paj ak sesuai dengan apa yang ditentukan pada ayat
pertama, apa yang |lebih disetor dikenbalikan kepada
buruh yang ber sangkut an.

(6) Unt uk pel aksanaan pasal ini maka :

a.dalam upah yang dimliki oleh buruh termasuk pula apa yang
di bayar kan kepada bekas buruh atau kepada ahl
warisnya karena suatu jabatan atau hubungan kerja
yang tel ah | anpau;

b. dal am honorarium pengarang termasuk pula apa yang dibayarkan
kepada ahli waris seorang pengarang karena hal-ha
yang berhubungan dengan pekerjaannya yang telah

| anpau.
(7)Pajak yang terutang atas gaji, gaji cuti, wuang tunggu,
tunj angan, pensiun dan lain-lain hasil yang dibebankan
pada keuangan umum | ndonesi a, di pot ongkan dari

pendapatan itu dan disetor di Kas Negara nenurut
per atur an- peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Ayat-ayat (4) dan (5) berlaku sesuai untuk itu

VII1.Sesudah pasal 17a disisipkan pasal-pasal baru yang berbuny
sebagai berikut :

Pasal 17b.

(1) Jika ternyata, bahwa upah terutang atau dibayarkan dengan tidak
di penuhi nya kewaji ban seperti yang di maksud pada pasal 17a
ayat (1), atau dengan tidak diturutinya dengan tertib
ket ent uan- ket ent uan yang di kel uarkan untuk pel aksanaan pasal
tersebut, maka Kepala Inspeksi Keuangan dapat mnengenakan
kepada majikan yang lalai karena itu suatu ketetapan pajak



tagi han tanbahan untuk nenagi h yang kurang dibayar nenur ut
ket er angan- ket er angan yang ada padanya.

(2) Paj ak yang dipungut berdasarkan ayat (1) ditanbah dengan dua
ganda. Tanbahan dua ganda itu tidak dipungut, jika sepanjang
pengenaan pajak itu terjadi sebagai akibat dari perkiraan yang
sal ah dari najikan dan dapat diterima bahwa perkiraan itu
di | akukan dengan iti kad bai k.

(3) Ketetapan pajak ditetapkan dengan suatu keputusan yang mnenuat
alasan salinan dari keputusan itu dikirinkan kepada yang
ber kepentingan nenurut cara yang ditetapkan oleh Kepala
I nspeksi Keuangan sesudah tanggal pengiriman dicatat pada
sal i nan itu.

(4)Jika telah |lewat dua tahun sejak hari diketahuinya ol eh Kepal a
I nspeksi Keuangan fakta yang nenyebabkan tagi han tanbahan
paj ak itu, maka hak untuk nengenakan suatu ketetapan pajak
hil ang. Terhadap ketetapan pajak seperti di maksud pada pasa
17b ayat (1) maka pasal -pasal 14a, 14d ayat (5), 19 ayat (4)
dan 29 berl aku sesuai .

Pasal 17d.

(1) Maji kan yang bertenpat tinggal atau berkedudukan di |ndonesia
di kenakan pajak di tenpat nereka bertenpat tinggal atau
ber kedudukan, nereka yang tidak nenpunyai tenpat tinggal yang
tetap, dikenakan pajak di tenpat di mana nereka diketenukan
atau di mana nereka nel aporkan diri.

(2)Maji kan yang tidak bertenpat tinggal atau berkedudukan di
I ndonesi a di kenakan pajak di tenpat di nana perusahaan atau
pekerjaan semata-mata atau terutama dil akukan.

(3)deh Menteri Keuangan ditetapkan peraturan tentang tenpat
pengesahan paj ak maji kan, untuk siapa ketentuan pada ayat (2)
ti dak menunj uk suatu tenpat pengenaan paj ak, ataupun nenunj uk
| ebi h dari satu tenpat pengenaan paj ak.

(4) D mana maj i kan bertenpat tinggal ditentukan nenurut keadaan.

Pasal 17e.

(1) Ket et apan-paj ak yang jumahnya lima puluh rupiah atau |ebih
begitu pula tanbahan-tanbahan, juga yang di maksud pada pasa
15 Peraturan Pertinbangan U usan Paj ak, dinuat dal am kohir.

(2) Kohir ditetapkan ol eh Kepal a | nspeksi Keuangan.

(3)Pormulir kohir ditetapkan ol en Kepal a Jawat an Paj ak.

Pasal 17f.

(1) Segera sesudah kohir ditetapkan, naka kepada penanggung paj ak
di beritahukan hal ketetapan pajak yang dinuat didalamya
dengan jalan penberian surat ketetapan pajak kepada majikan
ber sangkut an atau waki |l nya dal am arti-kata pasal 17h.

(2) Penyel enggaraan penberi an surat ketetapan pajak dilakukan ol eh
Kepal a I nspeksi Keuangan.

(3) Tanggal penberian dicatat baik pada kohir nmaupun pada surat
ket et apan paj ak.

(4)Pormulir surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Jawatan



Paj ak.
Pasal 17g.

(1) Ketetapan pajak dapat ditagih seluruhnya mulai hari kesepul uh
sesudah hari surat ketetapan paj ak di berikan.

(2) Ket et apan paj ak dapat ditagi h seketika itu, jika ketetapan paj ak
itu di kenakan kepada msji kan yang tidak bertenpat tinggal atau
ber kedudukan di Indonesia yang untuk senentara nel akukan
sendiri perusahaan atau pekerjaan di |ndonesia ataupun dengan
per ant ar aan waki | nya.

(3)Pada surat ketetapan pajak dinyatakan tanda penerinmaan
penbayaran nmaka penbayaran dilakukan kepada yang berhak
nmeneri manya.

(4) Kewaj i ban nenbayar pajak tidak ditunda ol eh pemasukan keberat an
t er hadap ket etapan paj ak.

Pasal 17h.

(1) Maj i kan atau waki |l nya bertanggung-jawab at as penbayaran tagi han
t anbahan seperti yang di naksud pada pasal 17b

(2) Tanggung-j awab di maksud pada pasal ini neliputi pula biaya
t unt ut an.

Pasal 17i.

(1) ntuk ketetapan pajak tagi han tanbahan, Negara nenpunyai hak
utama terhadap segala barang majikan yang nenanggung paj ak
begitu pula terhadap barang nereka yang nenurut pasal 17h,
ber t anggung-j awab terhadap penbayaran paj ak.

(2)Hak utama yang diberikan pada ayat (1) nendahului segala hak
| ai nnya, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139
No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 dari Kitab Undang-undang
Hukum Si pil dan pasal 80 dan pasal 81 dari Kitab Undang- undang
Hukum Dagang, terhadap ikatan panenan terhadap gadai dan
hi poti k yang diatur ol eh Kitab Undang-undang Hukum Sipil yang
di adakan sebel um saat pajak terutama atau dal am hal di adakan
setelah saat itu sepanjang untuk itu diberikan suatu surat
ket erangan hipotik seperti yang di naksud pada ayat (5).

(3) Terhadap tanah, hak utama yang diberikan pada ayat (1) tidak
nmendahul ui i katan kredit yang di adakan sebelum saat
ter hutangnya pajak atau dalam hal diadakannya sesudah saat
itu. sepanjang untuk itu diberikan suatu surat Kketerangan
seperti di maksud pada ayat (5). Terhadap tanah dan barang yang
di gadai kan nmenurut hukum adat, hak utama Negara tidak
nmendahul ui hak penegang gadai terhadap penbayaran uang gadai .

(4)Hak utama hilang dua tahun setelah surat ketetapan pajak
di berikan atau jika dalam waktu itu diberitahukan surat paksa
untuk nenbayar, dua tahun setelah diberitahukannya surat
tuntutan yang terakhir. Dal am hal di beri kan penundaan
penbayaran, maka waktu itu karena hukum di perpanjang dengan
wakt u penundaan.

(5) Sebel um atau sesudah diadakan hipotik dalam arti-kata Kitab
Undang- undang Hukum Sipil mnmaka penberi hipotik dapat mnta



suatu surat keterangan bahwa hi potik itu nendahul ui hak utama
yang diberikan pada ayat (1). Surat keterangan dim nta pada
Kepal a | nspeksi Keuangan dal am wi | ayah siapa penberi hipotik
bertenpat tinggal atau jika mereka tidak bertenpat tinggal d
I ndonesi a, dalam wi | ayah siapa barang tak bergerak terletak
atau berada atau kapal dibukukan. Kepala |nspeksi Keuangan
nmenberi kan surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang
ber hak nmendahul ui hipotik atau nenurut pendapatnya ada
j am nan, bahwa paj ak yang berhak mendahul ui hipotik itu akan
dil unasi. Dalam surat keterangan itu disebutkan hutang-hutang
paj ak yang ber sangkut an.

Dal am hal surat keterangan itu tidak diberikan ,naka penberi
hi poti k dapat nengaj ukan keberatannya kepada Kepal a Jawat an
Paj ak yang akan nenyuruh menberi kan surat keterangan itu, jika
nmenurut pendapatannya ada alasan untuk hal itu. Terhadap
i katan kredit naka ketentuan ini berlaku sesuai .

(6) Ketentuan-ketentuan tentang hak wutama neliputi pula biaya
t unt ut an.

(7)Pajak yang terutang setelah hari penanggung paj ak dinyatakan
dal am keadaan pailit ataupun ditenpatkan di bawah penyel esai an
pengadi | an , adal ah hutang yang nenberi kan kekayaan.

Pasal I1.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mulai berl aku
pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap
penggunaan paj ak pendapat an tahun takw m 1961.

Agar supaya setiap or ang nmenget ahui nya nmener i nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desenber 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Desenber 1960
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTCSO,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
No. 55 TAHUN 1960
t ent ang
PENYEMPURNAAN PAJAK PENDAPATAN 1944.

UMUM



Organi sasi Paj ak Pendapat an 1944 sebagai mana di ubah terakhir
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun
1959 (Lenbaran- Negara tahun 1959 No. 141) nmasi h pul a nenuat
beberapa kekurangan yang perlu di sesuai kan dengan keadaan. Pul a
ber hubung dengan penghapusan O donansi Paj ak Upah dengan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 54 tahun 1960
meka perlu di adakan penanpungan dari upah yang senul a di kenakan
paj ak upah. Dengan di hapuskannya paj ak upah maka senua pendapat an
yang berupa upah yang senul a di kenakan paj ak upah sej ak saat
penghapusannya harus di kenakan paj ak pendapat an.

Unt uk nenudahkan pemasukan uang paj ak nmaka sebagai gantinya
paj ak upah akan dil akukan pungut an di nuka dari paj ak pendapatan
dengan tarip yang tersendiri. Tarip ini telah disusun dem ki an
rupa dengan nenper hati kan segal a beban perorangan yang nungkin
terjadi, pula disesuai kan dengan tarip A dari pajak pendapatan,
@una nenperol eh keseragaman dengan peraturan paj ak upah yang
| ama, juga dal am peraturan baru pendapat an upah yang tidak
mel ebi hi jum ah Rp. 3.000, - setahun di bebaskan dari pengenaan
Paj ak Pendapat an.

Wal aupun ada perubahan dengan penghapusan paj ak upah itu,
tapi dal am praktek para maji kan toh masi h berkewaji ban unt uk
nmel akukan pot ongan paj ak (pendapatan) dari gaji dan upah yang
di bayar kan kepada para pegawai nya.

Dan penotongan ini dil akukan nmenurut tarip C dari pasal 8.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Pasal 2e ayat (1) ternyata nenuat hal -hal yang tidak sesuai
dengan hasi| sunber barang gerak. Sewa barang gerak tidak
sewaj arnya masuk dal am pasal 2e ayat (1) akan tetapi seharusnya
masuk dal am pasal 2c ayat (1) dan nerupakan hasil dari pekerjaan
yang berdiri sendiri. Maka ol eh sebab itu kata-kata "Sewa barang
gerak" tel ah di hapuskan pasal 2e ayat (1) tersebut.

Pasal 3 huruf 1.

Ket entuan ini dicantunkan sebagai pengecual i an unt uk
menghi ndar kan kesukaran yang mungki n ti nbul dal am nengenakan
paj ak pada penbantu rumah-tangga yang di sanping gaji atau upah
masi h nendapat tenpat tinggal dan makan dengan cuma-cuna. Jadi
kal au buruh itu upahnya atau gajinya setahun tidak nel ebih
jum ah Rp. 3.000,- maka ni kmati makan dan tenpat tinggal dengan
cuma- cuma tidak di anggap sebagai pendapatan dalamarti kata
ordonansi paj ak pendapat an.

Pasal 6.

Pasal 6 ayat (1) yang baru ini isinya adal ah sama dengan
pasal 6 yang | ama, hanya kalimat terakhir yang bernul a denga kata
"kecual i" dijadi kan ayat (2) baru dengan tanbahan.

Ayat (2) nengatur ketetapan pajak dari suam dan isteri
secara terpisah yakni :



a. dal am hal hi dup terpisah berdasarkan putusan haki m dan
b. dal am hal di kehendaki secara tertulis oleh isteri berdasarkan
pem sahan kekayaan/ pendapat an nenurut hukum yang tertulis
atau tidak tertulis yang berl aku bagi nya.
Ji ka dal am hal di sebut di bawah a pendapatan suam dan isteri
di kenakan tersendiri dengan tidak nenggabungkan pendapat an
mer eka, maka dal am hal di sebut di bawah b pendapatan nereka
terl ebi h dahul u harus di gabungkan, dan pajak dihitung dari jum ah
gabungan itu dan setelah itu pajak di kenakan kepada masi ng- masi ng
suam dari isteri berdasarkan bangun dan pendapatan nereka
masi ng- masi ng.

Dal am pasal 6 ayat (2) huruf b terdapat unsur baru yang
di masukkan yakni unsur hukum adat. Dal am hukum adat | azi mya
orang kaw n dengan tidak bercanpur harta benda. Benda bawaan
tetap nmenjadi mlik suam atau isteri, l|lain halnya dengan benda
yang di perol eh sel ama perkaw nan yang nenj adi harta bersanma.
Dengan dem ki an hasil| yang di perol eh atas usaha bersanma sel ama
per kawi nan atau atas usaha sendiri merupakan hasil bersama yang
waj ar di kenakan pada suam atau isteri sendiri-sendiri. Hanya
hasi| yang kel uar dari benda-benda atau usaha bawaan dapat
di kenakan pajak tersendiri pada suam atau isteri yang berhak.
Wal aupun dem ki an agar tidak nenghil angkan sifat progressif hasi
itu terlebih dahulu harus di gabungkan nenjadi satu untuk
penghi t ungan besarnya paj ak, dan baru kenudi an di kenakan kepada
masi ng- masi ng suam atau isteri berdasarkan perbandi ngan
pendapat an mer eka.

Bila isteri nenpunyai pendapatan sendiri dari barang bawaan
maka yang di pakai sebagai dasar perbandi ngan ial ah pendapat an
bersi hnya. Artinya jika si isteri nenpunyai beban perorangan
unpama bunga hutang yang sudah ada pada waktu perkaw nan naka
beban ini dapat di kurangkan dari pendapatannya kotor. Mengenai
pot ongan kel uarga, karena ini nengenai soal tarip dipotongkan
set el ah pendapatan suam isteri di gabungkan nenjadi satu jumn ah.

Pasal 8.

Ayat (1).Dal am ayat ini dicantunkan tarip baru yakni tarip C yang
mengenai hasil-hasil dari hubungan kerja yang jumni ah
kot ornya kurang dari Rp. 24.000, - setahun. Untuk
menel i hara keseragaman maka dal am hal upah kotor itu
tidak nel ebi hi Rp. 24,000, - setahun majikan harus
nmel akukan penotongan nmenurut tarip C. Bila pengenaan
paj ak tersebut berdasarkan tarip B | ebi h mengunt ungkan,
waj i b paj ak dapat m nta kepada | nspeksi Keuangan supaya
kepadanya di kenakan paj ak dengan suatu ketetapan Tarip
C ini sebenarnya tidak berbeda dengan tarip upah yang
| ama, pun upah yang ada di bawah Rp. 3.000, - setahun
ti dak di kenakan paj ak pendapatan. Bagi para wajib pajak
penghapusan paj ak upah tidak akan, karena nereka tetap
menbayar paj ak seperti sedi akal a, hanya saja kal au
dahul u nenbayar paj ak upah sekarang nenbayar paj ak
pendapat an sebagai pungutan di nuka, yang kenudi an
di per hi tungkan bil a di kenakan ket etapan paj ak ol eh



i nspeksi Keuangan. Mengenai cara penungutan paj ak
pendapat an sebagai pungutan di nuka akan di adakan
per at uran pel aksanaan tersendiri.

Pasal 8

Dal am pasal ini diatur soal nenperhitungkan pajak yang tel ah
di pungut di nuka yakni :
a. paj ak pendapatan tarip C.
b. paj ak pendapatan tarip B
c. paj ak di vi den
d. paj ak hasil bum .

(1) Ji ka seorang waji b paj ak di kenakan ket etapan paj ak berdasarkan
pendapat an bersi h setahun | ebih dari Rp. 18.000, - sedangkan
sebagi an dari pendapatannya itu tel ah di kenakan pungut an
di muka bai k berdasarkan tarip C maupun berdasarkan tarip B
maka paj ak yang tel ah di pungut di nuka itu diperhitungkan
dengan jum ah paj ak yang di kenakan berdasar kan sur at
ket et apan. Ji ka paj ak yang di pungut dinmuka itu | ebi h besar
dari pda paj ak yang di kenakan dengan ket et apan paj ak maka
kel ebi hannya, di kenbalikan. Akan tetapi jika beda antara
paj ak pendapat an yang di pungut di nuka dengan paj ak yang
di hi tung kenudi an itu tidak nel ebi hi 10% dari paj ak yang
di hitung kenudi an maka tidak dil akukan penungutan atau
pengenbal i an, dengan | ai n perkataan tidak akan di kenakan
ket et apan paj ak.

(2)Ayat (2) huruf a dan b nenungki nkan pengurangan dengan paj ak
di vi den dan paj ak hasil bum yang tel ah di kenakan.
Pengur angan paj ak dividen dan pajak hasil bum hanya nmungkin
sanpai jum ah paj ak pendapatan yang terhutang. Jadi
andai kata jum ah paj ak dividen dan pajak hasil bum yang
tel ah di kenakan di nuka berjum ah | ebi h besar dari pada paj ak
pendapat an yang terhutang maka kel ebi hannya yang tak dapat
di perhitungkan itu tidak dikenbal i kan kepada waji b paj ak.
Ji ka setel ah di perhi tungkan dengan paj ak pendapatan yang
di pungut di nuka masi h ada sisa, nmaka paj ak dividen dan paj ak
hasi| bum hanya dapat di perhitungkan sanpai junlah sisa
itu.

Paj ak dividen c.q. pajak hasil bum tidak dapat diperhitungkan,
apabil a waji b pajak karena sesuatu hal tidak nmenpunya
pendapat an yang kena paj ak, atau apabil a pajak yang di pungut
di mruka (bai k berdasarkan tarip C maupun berdasarkan tarip B)
berjum ah | ebi h besar dari pada paj ak yang di hitung
kenudi an.

Unt uk di per kenankan pengurangan nmaka harus di penuhi syarat form !l
sebagai mana tercantum dal am huruf d.

Pasal 14. a.

Ayat (6).Ayat ini adal ah untuk nenbetul kan kel al ai an yang terj adi
pada perubahan ordonansi yang terakhir di mana ayat in



tertinggal, sehingga jum ah "lima ribu" bel um
di sesuai kan dengan peraturan yang baru.
Maka dengan perubahan ini keal paan ini tel ah di betul kan.

Pasal 17a.

Pasal 17a ini seperti juga hal nya dengan pasal 17a yang | ama
mengat ur soal penungutan paj ak yang di | akukan ol eh Maji kan
Penerbit Partikelir dan Badan-badan Unum dari upah dan
honor ari um yang di bayar kan kepada bur uh-buruhnya atau kepada
pengar ang.

Ayat (1) dan (2) yang baru adal ah sama dengan ayat (1) dan
(8) yang | ama. Dal am susunannya pasal 17a ini agak nenyi npang
dari pada yang dahul u. Ber hubung dengan di hapuskannya paj ak upah
maka peraturan pel aksanaan sebagai mana ter cant um dal am Penunt un
1960 unt uk badan-badan unmum dan untuk para maji kan dan penerbit
partikelir. (Keputusan Menteri Keuangan No. 175269/ N dan
175269a/ I N tanggal 21-12-1959) perlu pul a nendapat penyesuai an.

Dal am ayat (3) ditanpung pul a penghapusan ordonansi Paj ak
Upah, dan dal am ayat ini dijelaskan tentang pengertian majikan
buruh dan upah.

Ayat (4) dan ayat (5) adal ah sama dengan ayat (2) dan (3)
yang | ama.

Ayat (6) merupakan suatu pel uasan tentang pengertian upah
atau honorarium pengarang, dan sejal an dengan ayat (6) yang | ama.

Ayat (7) baru sama dengan ayat (7) | anma.

Pasal 17b.

Ayat (1) dari pasal ini adalah sama seperti yang tercantum
dal am ayat (4) dari pasal 17a |ama. Di pi ndahkannya peraturan in
dal am pasal tersendiri adal ah berdasarkan perti nbangan agar semnua
perat uran yang nmengenai tagi han tanbahan terkunpul dal am satu
pasal. Ayat (2), (3) dan (4) adal ah ketentuan yang nengenai
tagi han tanbahan sebagai mana berl aku terhadap para nmgji kan dan
penerbit partikelir hal mana sesuai dengan pasal 15 ayat (2), (3)
dan (4) dari Ordonansi Paj ak Upah yang di nyat akan berl aku
terhadap maji kan yang | al ai dal am nmenunai kan kewaj i bannya.

Ber hubung dengan di hapuskannya ordonansi paj ak upah tersebut,
ketentuan itu perlu dialihkan dal am ordonansi paj ak pendapat an.

Pasal 17c.

Dal am pasal ini disebut pasal dari pajak pendapatan yang
di ber| akukan sesuai terhadap surat keterangan tanbahan yang
di kenakan kepada maji kan. Pasal 2 dari ordonansi pajak pendapat an
yang di sebut berturut-turut yakni pasal 14a, 14d ayat (5), pasal
19 ayat (4) dan pasal 29 adal ah sesuai dengan pasal dar
ordonansi paj ak upah yang | ama yakni pasal -pasal 16, 18, 26 dan
17 yang sekarang tidak berlaku | agi.

Pasal 17d sanpai dengan pasal 17i; Pasal-asal 17d, e, f, g,
h dan i adal ah peraturan-peraturan yang konkordan dengan
ket entuan yang ternuat dal am ordonansi pajak upah yang | ana dal am
pasal - pasal 19, 20, 21, 22, 24 ayat (2) dan (6), dan pasal 25.
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